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The mining and processing of gold ore results in environmental damage, such
as damage to land due to the construction of mining pits, the risk of work
accidents during the mining process because it still uses traditional and
improper methods, as well as pollution, both ground, surface and underground
water. This pollution is caused by the use of mercury (Hg) as a chemical for
the process of separating gold ore from mined rock. The determination of
community gold mining activities as illegal has a temporary impact on existing
gold mining activities in the form of terminating mining activities. However,
over time and the community's need for income caused the community to be
reckless to carry out mining activities illegally even though the community
already understood the risks that would be faced later. Therefore, to overcome
this problem, it is necessary to conduct research on the extent to which law
enforcement against gold mining activities without permits is carried out and
how to overcome existing pollution so that the risk of environmental damage
can be suppressed and controlled. This legal research is an empirical legal
research that focuses on social facts, and the data were colleected through
interviews and literature study. The conclusion of this research is that the law
enforcement efforts have not been carried out optimally but several preventive
and repressive efforts have been made and law enforcement has not been
maximized due to obstacles such as the lack of socialization carried out by the
Lebak Regency Environmental Agency to the community.
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A. Latar Belakang Masalah
Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, salah
satunya adalah bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki
ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan
sebagai modal pembangunan.1 Pertambangan merupakan kegiatan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan
galian).2 Aktivitas pertambangan menyebabkan munculnya peta ekonomi
baru di daerah terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan
tidak langsung.3 Karakteristik dari pertambangan, yaitu tidak dapat
diperbaharui (non-renewable), mempunyai risiko relatif tinggi, dan
pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengusahaan komoditi lain.4
Lahirnya hukum pertambangan tidak terlepas dari ideologi hak
menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-
1 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.
2 Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm.53.
3 Adrian sutedi, Loc. Cit
4 Ibid., hlm.43.
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besarnya untuk kepentingan rakyat”. Oleh sebab itu, negara memiliki hak
untuk mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis terutama
bisnis yang menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu
pertambangan. Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang
selanjutnya disebut UU MINERBA adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau
pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta
kegiatan pascatambang.
Salah satu jenis sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia
adalah emas, karena emas tergolong sebagai logam mulia yang memiliki
nilai komoditas dan nilai dagang yang relatif tinggi.5 Emas merupakan
golongan bahan galian yang mempunyai nilai komersial yang tinggi
karena mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan
nasional, tetapi di dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sering
menimbulkan konflik dalam masyarakat.6 Emas termasuk golongan bahan
galian vital atau yang biasa disebut juga golongan bahan galian B yang
5 Adi Nugroho, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia, http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-
tambang-di-indonesia/, diakses 17 November 2020.
6 Salim HS, Op. Cit., hlm.46.
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merupakan bahan galian yang dapat menjamin kebutuhan hidup orang.7
Dalam Penjelasan Umum UU Minerba, dijelaskan bahwa karakteristik
emas yang tidak bisa diperbaharui sehingga pengelolaannya perlu
dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berwawasan
lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Indonesia memproduksi
sekitar 4% dari produksi emas global.8
Semakin meningkatnya kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan
oleh masyarakat tertentu di beberapa daerah di Indonesia telah banyak
menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan dampak negatif terhadap
lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karena pertambangan rakyat tersebut
dilakukan tidak mengikuti tata cara teknik pertambangan yang baik.9
Sebagai akibat dari penambangan yang dilakukan dengan cara yang tidak
dapat menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain:
1. Pembukaan lahan tanpa ada yang bertanggung jawab untuk
mereklamasinya.
2. Pengerukan dan pendangkalan sungai akibat buangan lumpur dan
luncuran batuan langsung ke sungai tanpa pengendapan terlebih
dahulu.
7 Ibid, hlm.45.
8 https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167?, diakses 15 November
2020
9 Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995, Analisa dan Evaluasi Hukum
Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat., BPHN, Jakarta, hal 1.
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3. Pencemaran air sungai oleh limbah yang mengandung bahan kimia
berupa air raksa ikut terbawa dalam lembah.10
Dalam usaha pertambangan apapun, baik yang dikerjakan secara kecil-
kecilan maupun besar-besaran diperlukan izin dari negara (pemerintah).
Dengan demikian, semua penambangan yang dilakukan tanpa seizin
pemerintah, adalah tidak sah atau liar. Kegiatan pertambangan liar
biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli, dan juga bukan
penduduk asli setempat di luar areal yang telah ditetapkan sebagai
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tanpa memiliki izin terlebih
dahulu bahkan pelaku penambang emas tidak jarang menggunakan
peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel,
pompa air bermesin, mesin tumbuk/giling dan sebagainya.11
Pertambangan ilegal tersebut merupakan kegiatan penambangan atau
penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan
yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah
maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut
sebagai Good Mining Practice.
Salah satu provinsi yang memiliki potensi pertambangan yang
potensial di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak. Bahan galian yang
menjadi andalan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan dalam skala
10 Ibid., hal. 23.
11 Ibid., hal 24.
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besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek untuk investasi
adalah emas, batubara, minyak bumi, zeolit, bentonit, felspar, pasir kuarsa
dan batu kapur. Berdasarkan data Dinas Pertambangan Dan Energi
Provinsi Banten hingga akhir tahun 2010 memetakan sedikitnya 165 titik
wilayah pertambangan yang berproduksi di seluruh wilayah Banten.
Namun dari sekian banyak tersebut umumnya berasal dari wilayah
Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki beragam jenis bahan galian
yang dapat meningkatkan pendapatan daerah juga meningkatkan
perekonomian masyarakat.
Dalam melakukan proses penambangan, para penambang sebagian
besar tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 67 UUPPLH yang berbunyi: Setiap orang berkewajiban
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Disadari atau tidak
para penambang dalam melakukan pengelolaan memisahkan antara tanah
atau batu yang mengandung emas dengan yang tidak, kemudian
limbahnya di buang langsung tanpa melalui proses terlebih dahulu.
Apabila terjadi pencemaran mula-mula yang terkena adalah pelaku
sendiri, kemudian orang yang ada di sekitar dan bahkan bisa radius yang
jauh karena terbawa air sungai, sehingga hal ini bertentangan atau
melanggar hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat
(1) UUPPLH yang berbunyi: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup
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yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 69 ayat
(1) menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Adanya kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas
mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti kerusakan lahan
akibat pembuatan lubang penambangan, risiko terjadi kecelakaan kerja
ketika proses penambangan karena masih menggunakan cara tradisional
dan seadanya, serta pencemaran, baik tanah, air permukaan maupun air
bawah tanah. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh penggunaan merkuri
(Hg) sebagai bahan kimia untuk proses pemisahan bijih emas dengan
batuan hasil tambang. Merkuri merupakan salah satu logam berat yang
memiliki efek kronis dan dapat terakumulasi di dalam tubuh makhluk
hidup termasuk manusia. Akumulasi merkuri di dalam tubuh manusia
dapat menimbulkan penyakit berupa kanker, mutasi genetik, kerusakan
organ reproduksi hingga menyebabkan kematian. Namun, karena efek
merkuri yang berbahaya tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh
masyarakat yang kemudian mengakibatkan masyarakat menganggap
remeh akan bahaya merkuri terhadap kesehatan manusia. Bila tidak
memiliki izin atau melakukan kegiatan penambangan secara liar, para
pelaku dapat dijerat sesuai dengan Pasal 158 UU MINERBA, yang
ancaman sanksi hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama
7
5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).12
Penetapan kegiatan penambangan emas rakyat sebagai kegiatan ilegal
memberikan dampak sesaat pada kegiatan pertambangan emas yang ada
berupa penghentian kegiatan pertambangan. Namun seiring berjalannya
waktu dan kebutuhan masyarakat akan penghasilan menyebabkan
masyarakat nekat untuk melakukan kegiatan pertambangan lagi secara
ilegal walaupun masyarakat telah mengerti akan risiko yang akan
dihadapi nantinya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut
perlu dilakukan penelitian tentang sejauh mana penegakan hukum
terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dilakukan dan
bagaimana cara untuk menanggulangi pencemaran yang ada sehingga
risiko terhadap kerusakan lingkungan dapat ditekan dan dikendalikan.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian di kawasan
Kabupaten Lebak, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan
Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak”.
12 Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 (UU Minerba).
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan
emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan
di Kabupaten Lebak?
2. Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap kegiatan
pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini
secara singkat adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pertambangan
emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan
di Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pertambangan
emas tanpa izin di Kabupaten Lebak.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus
menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis,
khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan upaya penegakan
hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin serta dampak dari
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aktivitas tersebut terhadap lingkungan sekitar di Kabupaten Lebak dan
dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan
hukum lingkungan nasional.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:
a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lebak dalam
memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya sektor
pertambangan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap
pertambangan emas tanpa izin (PETI).
b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dalam melaksanakan
pengawasan dan pengendalian terhadap dampak pencemaran
lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).
c. Pelaku tambang terkait dampak negatif dari kegiatan
pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap lingkungan.
E. Keaslian Penelitian
Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip
dengan judul yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya.
Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Yelik Bambang Daling Pranoto Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta Tahun 2009.
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a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa
Izin di Kabupaten Kapuas Hulu.
b. Rumusan Masalah:
1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pertambangan
emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?
2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam
penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di
Kabupaten Kapuas Hulu?
c. Hasil Penelitian: Penegakan hukum terhadap pertambangan emas
tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan dengan baik
dan kegiatan penertiban hanya dilakukan dua kali, karena adanya
hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat
penambang liar, ada oknum-oknum yang menyebarkan informasi
kegiatan penertiban, masyarakat setempat kurang berpartisipasi
dan akses menuju lokasi hanya melalui perairan sehingga
membutuhkan waktu satu sampai lima hari untuk sampai dilokasi
serta membutuhkan biaya yang cukup besar.
2. Ayub Ricardo Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Tahun 2016.
a. Judul: Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai




1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan
lingkungan sebagai akibat pertambangan emas illegal di Sungai
Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?
2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat
pertambangan emas illegal di Sungai Menyuke Kabupaten
Landak Kalimantan Barat?
c. Hasil Penelitian: Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai
akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum
berjalan maksimal dan langkah penertiban hanya dilakukan
sesekali dalam arti tidak rutin yang disebabkan oleh adanya
kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki
badan lingkungan hidup kabupaten Landak dan tidak adanya
proses hukum pidana yang dilakukan oleh satpol PP dan
kepolisian kabupaten Landak terhadap pelaku PETI.
3. Agus Hendra Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Tahun 2017.
a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal




1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan
emas illegal sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai
melawi di Kabupaten Sintang?
2) Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan
penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas
illegal di Kabupaten Sintang?
c. Hasil Penelitian: Penegakan hukum terhadap pertambangan emas
tanpa izin dikabupaten sintang belum maksimal dilakukan karena
adanya kendala terhadap kurangnya kesadaran hukum para pelaku
PETI, kurangnya sarana dan personil pihak kepolisian resor
sintang sehingga sulit untuk melakukan razia, dan kurang
koordinasi antar lembaga terkait.
Ketiga skripsi yang tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian
penulis. Letak perbedaannya terdapat pada Yelik Bambang Daling
Pranoto menekankan pada penegakan hukum terhadap pertambangan
emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan pada tahun
2009 dan menggunakan peraturan yang lama, Ayub Ricardo menekankan
pada pelaksanaan pengendalian dan kendala dalam menghadapi
kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas illegal di Sungai
Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat, dan Agus Hendra
menekankan pada penegakan hukum dan faktor penghambat dalam
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pengendalian pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang akibat
kegiatan pertambang emas ilegal, sedangkan penelitian penulis lebih
menekankan pada penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa
izin (PETI) dan dampak dari pembuangan limbah yang dihasilkan oleh
aktivitas pertambangan tersebut di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
F. Batasan Konsep
1. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk
mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, dan keinginan-
keinginan hukum di sini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan.13
2. Pertambangan
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
13 Satjipto Raharjo, Op. Cit., hlm. 24.
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dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.14
3. Pertambangan Emas Tanpa Izin
Pertambangan emas illegal atau pertambangan emas tanpa izin
adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan,
sekelompok orang, atau perusahan yayasan berbadan hukum yang
dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.15
4. Kerusakan Lingkungan
Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan
hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.16
5. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b.
pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c.
penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
14 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2020.
15 Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, Hal: 86.
16 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 (UUPPLH).
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Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yakni
penelitian hukum yang berfokus pada fakta-fakta sosial. Selain itu
penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum
yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau
dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di
dalam masyarakat.18 Penelitian ini memerlukan data primer sebagai
data utama serta didukung data sekunder.
2. Sumber Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
narasumber terkait penegakan hukum terhadap kegiatan
pertambangan emas tanpa izin (PETI) sebagai upaya
penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak.
17 Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 (UUPPLH).
18 Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.
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b. Data Sekunder
1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209.
c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana
telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6525.
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, perihal peralihan
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kewenangan perizinan pertambangan. Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587.
f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5110.
g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2010 sebagaimana yang telah mengalami perubahan
kelima dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan
Mineral dan Batubara. Lembaran Negaara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 28
h) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana
telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282) dan diubah
pada perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
18
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5597)
i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285)
j) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah
Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
Mineral Di Dalam Negeri. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 98.
k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang
Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang
Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata
Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 928.
l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019
tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan
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Penghapusan Merkuri. Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1619.
m) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034. Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2014 Nomor 2.
2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan
pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan
internet. Selain itu, pendapat non hukum diperoleh dari
narasumber terkait kerusakan lingkungan yang terjadi.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara
terhadap responden dan narasumber. Wawancara dilakukan
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan
menggunakan sistem pertanyaan terbuka.
b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
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5. Responden
Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas
pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan inisial nama dalam penyebutan
identitas dari masyarakat yang melakukan usaha tambang emas tanpa
izin dan masyarakat yang tidak melakukan usaha tambang emas tanpa
izin. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga kerahasiaan identitas dari
responden. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. BDI selaku pihak yang pernah melakukan pengolahan kegiatan
tambang emas tanpa izin
b. PJN selaku pihak yang pernah melakukan pengolahan kegiatan
tambang emas tanpa izin
c. KN selaku pihak yang masih melakukan kegiatan usaha tambang
emas tanpa izin
d. SYD selaku pihak yang masih melakukan kegiatan usaha tambang
emas tanpa izin
e. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda
Banten, Kompol E. Suhendar, S.H.
6. Narasumber
Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi
ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti
guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Adapun
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narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Dasep Novian selaku
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
7. Analisis Data
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya
penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada
berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial
atau kemanusiaan.19 Data primer akan diperbandingkan dengan data
sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara peraturan
perundang-undangan dan fakta sosial.






Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan
dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Upaya penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal
namun telah dilakukan beberapa upaya preventif dan secara
represif. Upaya preventif dilakukan untuk menghilangkan
kesempatan melakukan kejahatan. Upaya preventif tersebut
dilakukan melalui sosialisasi/penyuluhan, operasi secara rutin
terhadap aktivitas pertambangan, pengujian kadar air di sekitar
lokasi pengolahan emas, dan penerapan program Rencana Aksi
Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM).
Kemudian, upaya represif dilakukan setelah terjadi kejahatan
pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak dalam bentuk
penegakan hukum (law enforcement) berupa pidana penjara dan
denda.
2. Kurang maksimalnya penegakan hukum disebabkan karena
adanya kendala seperti minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh
pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada
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masyarakat, tidak dapat dilakukan penindakan langsung ke tempat
kejadian perkara (TKP) karena dapat memicu timbulnya konflik
sosial antara para penambang dengan polisi, serta sulitnya jalan
dan akses menuju lokasi pertambangan. Di samping itu,
penambang rata-rata adalah masyarakat kalangan bawah sehingga
masyarakat tidak memahami ketentuan terkait larangan dan sanksi
di sektor pertambangan dan lingkungan hidup.
B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran
sebagai berikut:
1. Sosialiasi berkala dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lebak perlu melakukan sosialisasi terkait kegiatan pertambangan
yang mengutamakan prinsip pertambangan yang baik (Good
Mining Practice) dengan lebih menekankan pada pengurangan
penggunaan bahan merkuri serta perlu melakukan koordinasi atau
kerjasama dengan Polda Banten dalam melakukan kegiatan
sosialisasi/penyuluhan hukum tersebut.
2. Polda Banten perlu melakukan penegakan hukum secara tegas
terhadap para pelaku pertambangan emas tanpa izin.
3. Pemerintah Kabupaten Lebak perlu memutuskan rantai distribusi
peredaran merkuri agar tidak mudah ditemukan masyarakat dan
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mendorong para pelaku pertambangan emas tanpa izin untuk
membentuk kelompok, koperasi, atau badan usaha milik desa
(BUMDES) untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat agar tidak
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